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PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu lembaga berhasil menam-
pilkan fungsinya adalah sistem pengelolaan yang baik. Sistem ini tidak da-
pat lepas dari modal dasar yang dimiliki oleh lembaga yang berupa sumber
daya manusia, sumber dana dan program yang sesuai dengan misi lembaga
tersebut. Dari modal dasar inilah suatu sistem pengelolaan dikembangkan.
Oleh karenanya, suatu sistem pengelolaan yang berhasil di suatu lembaga,
tidak dapat begitu saja diterapkan di lembaga lain yang mem1hk1 kondisi
modal dasar yang berbeda.

Perencanaan dan penyusunan program merupakan titik awal keglatan
pengelolaan. Banyak yang berpendapat bahwa bila perencanaarinya baik,
50% pekerjaan telah dapat diselesaikan. Artinya perencanaan inilah yang
memegang kunci keberhasilan kegiatan, sebab tanpa perencanaan yang baik,
pemantapan pun sulit untuk dilaksanakan. Pemantapan ini sendiri dilaku-
kan dari waktu ke waktu untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar
tidak menyimpang terlalu jauh dari perencanaan, yang pada akhirnya di-
ikuti oleh kegiatan evaluasi. Pada tahap inilah dapat diketahui sampai se-
jauh mana sasaran perencanaan dapat dicapai. Dari evaluas1 ini pulalah ta-
hap berikutnya direncanakan.

Saat ini telah banyak buku mengenai Pengelolaan Penelitian dan Pe- -
ngembangan yang beredar di pasaran. Dari tahun ke tahun, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia menyelenggarakan suatu latihan kerja dalam 'R & D
Management’ yang dimaksudkan untuk memberi bekal kepada mereka
yang mengelola kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam tmgka’c peng-



ambilan keputusan. Jadi sebenarnya, untuk menjadi pengelola yang baik,
sesecrang wajib memahami pengetahuan akan pengelolaan itu.

Di Indonesia, pemilihan seseorang untuk mengelola suatu lembaga le-
bih didasarkan pada suatu kepercayaan daripada persyaratan lainnya, se-
hingga suatu lowongan jabatan pengelola lembaga penelitian pun tidak di-
iklankan, melainkan ditugaskan kepada orang yang dianggap mampu dan
. dapat menjadi pembantu yang menugasi. Secara ini, seseorang yang terpilih,
belum tentu memiliki kemampuan mengelola lembaga, baik dari segi ke-
ilmuannya maupun dari segi keadministrasiannya. Sekedar sebagai gambar-
an, diberikan pengelolaan Lembaga Biologi Nasional — LIPI sampai dengan
tahun 1983 (Sastrapradja, 1983) dengan segala permasalahannya.

Bila disadari bahwa permasalahan pengelolaan pada ujung abad ke-20
ini saja sangat banyak, maka dapat diharapkan dengan bertambahnya tena-
ga peneliti, mencairnya kemandirian calon peneliti yang disebabkan oleh
sistem pendidikan yang ada, makin terkaitnya satu bidang penelitian de-
ngan bidang lainnya, semakin bertambahlah masalah pengelolaan lembaga
penelitian dalam abad ke-21 mendatang. Sistem yang bagaimana yang perlu
dikembangkan dalam abad komputer dan abad ruang angkasa ini, ataupun
persyaratan pengelola yang bagaimana yang akan mampu menanganinya,
merupakan pertanyaan yang memerlukan bahasan.

SISTEM PENGELOLAAN LEMBAGA

Sebagian besar lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia
adalah lembaga pemerintah. Secara ini, sekali struktur organisasinya diten-
tukan oleh MENPAN maka pengotakan itu yang diikuti. Perubahan sekecil
apapun yang akan membawa konsekuensi administrasi harus memperoleh
persetujuan MENPAN. Secara ini pula eselonisasi struktural ditentukan.

Program suatu lembaga penelitian pemerintah tentunya tidak dapat le-
pas dari pada program pemerintahan secara menyeluruh. Dalam masa pem-
bangunan yang kegiatan pelaksanaannya dituangkan dalam REPELITA se-
perti sekarang ini, maka lembaga penelitian pun wajib mengikuti irama ter-
sebut sesuai dengan misinya. Dalam pelaksanaannya sudah barang tentu pe-
rencanaan dari atas lebih menentukan warna lembaga daripada masing-ma-
sing individu penelitiannya. Perencanaan seperti inilah yang dapat dipakai
pengelola untuk menarik dana yang diperlukan oleh lembaga.

Sebagai lembaga pemerintah, sumber dana utama yang diharapkan
oleh lembaga penelitian adalah bersumber dari pemerintah pula. Oleh kare-
nanya, sangatlah penting mengkaitkan program lembaga dengan program
pemerintah yang menyeluruh. Saat ini setiap lembaga penelitian pemerintah
memiliki 2 (dua) macam dana yang bersumber pada pemerintah, yaitu dana
anggaran rutin dan dana anggaran pembangunan. Pengelolaan kedua sumber




dana berbeda, tetapi kerumitan administrasinya hampir sama. Sumber rutin
merupakan sumber tetap yang besarnya secara pasti dapat diharapkan, se-
dangkan sumber dana pembangunan sangat tergantung pada usulan tiap ta-
hun yang kepentingannya ditentukan. Dengan demikian anggaran pemba-
ngunan tiap tahunnya naik turun tergantung pada keadaan.

Masih mengenai dana, kadang-kadang lembaga penelitian pemerintah
dapat menerima sumber dana yang berasal dari pihak lain yang berupa ban-
tuan ataupun kontrak kerja. Selama kontrak-kontrak kerja demikian masih
dalam liputan program lembaga, dan sumber daya manusianya cukup untuk
menanganinya, sudah barang tentu, sumber dana tersebut sangat berman-
faat. Tetapi bila kontrak tersebut melampaui kemampuan lembaga untuk
menanganinya, maka keadaan demikian akan menjadi bumerang lembaga
untuk menanganinya, maka keadaan demikian akan menjadi bumerang dan
beban semata-mata, sebab pihak pengontrak menuntut pelaksanaan pekerja-
an sesuai kontrak, apa pun alasan yang diberikan oleh lembaga pengontrak.

Sebenarnya modal yang paling menentukan status lembaga penelitian
adalah sumber daya manusia. Dalam tiap lembaga penelitian setidak-tidak-
nya ada 3 (tiga) kelompok keahlian, yaitu kelompok peneliti, kelompok
teknisi dan kelompok administrasi, yang masing-masing memerlukan perha-
tian yang berbeda dalam pengelolaannya, meskipun ketiga kelompok terse-
but di dalam lembaga pemerintah statusnya adalah sama, yaitu sebagai pe-
gawai negeri. Hak dan kewajiban mereka sudah diatur oleh undang-undang
kepegawaian negeri. Kalau saja, setiap orang sadar akan hak dan kewajiban-
nya, memahami dan mengikuti aturan yang ada, masalah pengelolaan suatu
lembaga pun akan minimal. Tetapi kenyataannya, di dalam pengelolaan
sumber daya manusia inilah sering timbul permasalahan.

Keterikatan mengikuti perundang-undangan yang berlaku untuk pega-
wai negeri ini sering tidak menguntungkan lembaga penelitian dalam menge-
Iola sumber daya manusianya. Adalah merupakan idaman kalau suatu lem-
baga penelitian dapat menyesuaikan perbandingan antara tenaga peneliti,
pembantu peneliti dan penunjang peneliti dengan kebutuhan yang sesung-
guhnya. Bila perbandingan demikian dapat dicapai, maka tiap unit dapat
mandiri dan pengelolaannya pun dipermudah. Ketimpangan antara jumlah
formasi vang tersedia dan jumlah tenaga berkeahlian yang sesuai menyebab-
kan pula ketidak-serasian suatu lembaga untuk melaksanakan misinya de-
ngan baik. Bagl mereka yang tidak sesuai keahliannya dengan formasi yang
didudukinya, sulit untuk meninggalkannya karena belum tentu dilembaga
lain tersedia formasi untuknya. Akibatnya, dapat saja tenaga-tenaga seperti
ini menumpuk dan menjadi mubazir. Sudah barang tentu keadaan demikian
tidak menyehatkan jalannya lembaga.

Pengelola lembaga penelitian berkewajiban mengelola sumber daya
manusia, dana, sarana dan prasarana lembaganya. Di atas telah digambarkan
adanya suatu organisasi tertentu yang wajib diikuti oleh pengelola lembaga.
Secara ini ada tahapan tata kerama hubungan kerja antara eselon yang satu
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dengan eselon dibawahnya, dan sebaliknya. Hak dan tanggung jawab setiap

eselon pun sudah tertuang, meskipun tidak terperinci. Jadi sebenarnya, bila

setiap eselon memahami hak dan kewajibannya, maka pengelolaan secara -
formal dengan sistem tekan tombol, tidak akan menemui hambatan. Justru

kewenangan bertahap ini sering menimbulkan kemacetan pengelolaan kare-

na pada setiap eselon diambil kebijaksanaan yang kadang-kadang tidak se-

suai dengan aturan. Erat hubungannya dengan pengambilan kebijaksanaan

di tiap tahapan pengelolaan adalah sistem komunikasi.

KOMUNIKASI DI LEMBAGA PENELITIAN

Ada dua jalur komunikasi formal yang dilaksanakan di lembaga peneli-
tian pemerintah saat ini, yaitu jalur struktural dan jalur fungsional.

Jalur komunikasi secara struktural biasanya mengikuti tata kerama
eselonisasi yang ada. Pada umumnya melalui jalur ini, hubungan antara atas-
an dan bawahan lah yang berlaku. Unggah-ungguh budaya bangsa sangat
menentukan, sehingga untuk suatu lembaga penelitian, jalur ini mungkin ti-
dak efektif, meskipun sebenarnya dapat digunakan sebaik-baiknya. Akibat-
nya, jalur komunikasi ini hanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan
dengan segi administrasi seperti kenaikan jabatan, cuti, kawin dan sebagai-
nya. Dalam jalur ini, pejabat struktural terpenting adalah eselon paling ba-
wah, yang di lembaga penelitian pemerintah biasanya terdiri atas eselon IV,
yaitu mereka yang menjabat Kepala Bagian. Merekalah barisan paling depan
yang mengelola baik tenaga peneliti atau pun pembantu peneliti. Jadi, bila
mereka tidak menguasai aturan-aturan kepegawaian yang ada, maka kera-
wanan pun cepat berkembang. Keadaan inilah yang sering terjadi, sebab
yang ditunjuk menjadi Kepala bagian adalah tidak kurang daripada mereka
vang peneliti juga. Sebagai peneliti jarang yang peduli akan pemahaman atur-
an kepegawaian yang seharusnya dikuasainya dengan baik.

Jalur komunikasi fungsional untuk lembaga penelitian agaknya lebih
berfungsi mengingat bahwa tenaga peneliti adalah tulang punggung tenaga
kerjanya. Secara fungsional para peneliti dapat berternu membicarakan pe-
laksanaan program, bidang studi, partisipasi lembaga di masyarakat dan se-
bagainya tanpa harus menunggu undangan dari pejabat struktural yang
membawahinya. Tetapi jalur ini hanya dapat berfungsi kalau ada motor
yang menggerakkan. Tanpa motor ini jalur tersebut tidak berkembang. Sa-
yangnya, untuk dapat menjadi motor, seseorang harus memiliki integritas
ilmu yvang meyakinkan. Bila tidak, maka jalur ini akan hanya merupakan
penjaluran frustasi yang tidak ada hubungannya dengan keilmuan para pe-
neliti.

Memang harus diakui bahwa jumlah peneliti mampu disuatu lembaga
penelitian haruslah mencukupi agar jalur komunikasi fungsional ini berkem-




bang. Menurut pendapat sementara orang, masa kritis vang perlu dicapai
adalah lima orang dalam setiap bidang ilmu. Dengan lima orang yang kurang
lebih berkemampuan sama, suatu pelaksanaan program dapat dijamin ke-
berhasilannya. Bila inti ini tersedia, forum komunikasi fungsional seperti di
atas pun dapat berkembang dan keefektifannya dapat diandalkan.

Saat ini, mungkin saja di suatu lembaga penelitian tertentu masa kritis
ini sudah tercapai. Meskipun demikian belum tentu jalur komunikasi fungsi-
onal dapat berjalan lancar. Mengapa? Sudah bukan rahasia lagi bahwa tena-
ga-tenaga mampu di Indonesia amat dibutuhkan di segala bidang. Sementa-
ra itu penugasan untuk menyelesaikan pekerjaan sangat bergantung pada
unsur kepercayaan. Akibatnya tenaga mampu tersebut banyak dibebani de-
ngan macam-macam tugas baik pada tingkat lembaga, nasional, regional,
maupun internasional. Jadi kalau pada awalnya komunikasi tersebut dapat
berjalan dengan seringnya tenaga-tenaga yang mampu tersebut mangkir, fo-
rum fungsional seperti ini akan memudar juga.

FErat hubungannya dengan masalah komunikasi ini adalah kegairahan
kerja yang sering difuntut oleh tenaga-tenaga peneliti di Indonesia. Sebenar-
nya mereka yang sudah menjatuhkan pilihan untuk bekerja di lembaga pe-
nelitian, sudah harus menyadari bahwa kegairahan meneliti tidak dapat ti-
dak harus datang dari diri sendiri. Adalah sangat keliru mengharapkan ulur-
an tangan orang lain untuk menumbuhkan motivasi tanpa diri sendiri beru-
saha untuk menumbuhkannya. Berlainan dengan lembaga pendidikan yang
memberikkan bimbingan kepada calon sarjana secara ketat maka lembaga pe-
nelitian, inisiatip individu sangat diharapkan. Bimbingan mungkin saja dibe-
rikan, tetapi di lembaga penelitian permasalahannya menjadi lain sebab hu-
bungan antara yang dibimbing dan pembimbing bukan lagi sebagai mahasis-

“wa dan dosen. Peneliti yang menjadi pembimbing sering kurang sabar mena-

ngani yang dibimbing, sedangkan yang dibimbing merasa dianggap seperti
anak kecil, padahal gelar sarjana sudah disandangnya. Hubungan seperti ini
tidak jarang menimbulkan ketegangan dalam lembaga penelitian.

Apa sebenarnya yang mendorong tamatan perguruan tinggi untuk
menjadi pegawai negeri yang berstatus peneliti tidaklah diketahui secara
pasti. Memang dalam wawancara baik tertulis maupun lisan, calon-calon pe-
gawai negeri peneliti ini menampilkan keinginan yang cukup meyakinkan.
Bahkan dalam masa percobaan sebagai calon pegawai, rata-rata memperli-
hatkan kesungguhan menerima bimbingan. Tetapi segera setelah mereka
memperoleh kepastian diangkat sebagai pegawai negeri sipil makin banyak
diantara yang memilih lembaga penelitian itu, sebenarnya tidak memilik:
motivasi yang kuat untuk menjadi pegawai peneliti. Akibatnya kegairahan
meneliti cenderung mengendur, sedangkan untuk pindah pekerjaan hampir
tidak dimungkinkan.

Sementara jumlah peneliti yang masuk dalam kategori demikian masih
sedikit, penanganannya masih dapat dikuasai. Tetapi bila jumlahnya besar
maka banyak msalah pengelclaan yang timbul sebagai akibatnya. Bagi mere-




ka yang memiliki motivasi bekerja sebagai pegawai negeri peneliti dari jam
07.00 sampai dengan 14.00 tidaklah merupakan soal karena waktu tersebut
terisi dengan kesibukan penelitiannya. Tidak jarang mereka bekerja melam-
paul batas jam kerja resmi yang ditentukan pemerintah. Biasanya lembaga
penelitian pemerintah hanya memberikan + 25% dari waktu resmi seorang
peneliti untuk mengerjakan penelitian yang disenanginya, sedangkan 75%
waktunya adalah untuk penelitian yang ditentukan lembaga. Dengan wak-
tu yang terbatas sekali pun, mereka yang memiliki motivasi akan menghasil-
kan. Sebaliknya mereka yang selalu menuntut waktu banyak untuk dirinya
sendiri, meskipun diberi 90% waktu, tidak akan memperlihatkan hasil yang
konkrit. Mereka inilah yang selalu akan menyalahkan ketidak-berhasilannya
pada lembaga ( Argyris, 1968).

Makin banyak jumlah peneliti di suatu lembaga penelitian, makin be-
sar peluang untuk tumbuhnya ketidak-puasan di antara penelitinya. Keada-
an ini mudah dipahami kalau saja kita anggap jumlah peneliti ini merupakan
populasi normal. Dalam populasi seperti ini 5% peneliti sangat baik, mereka
puas dengan keadaan, dapat mandiri, dan tidak memiliki waktu luang untuk
berbuat yang lain selain meneliti.

Di sisi lain pada populasi yang sama, terdapat 5% peneliti yang tidak
puas terhadap keadaan. Ketidakpuasan ini disebabkan oleh ketidakmampu-
annya meneliti sehingga meskipun memiliki wakiu 10% untuk diri sendiri
pun, setelah beberapa tahun tidak menghasilkan apa-apa. Kelompok ini me-
miliki kemampuan untuk mempengaruhi 90% peneliti yang tidak terlalu
baik dan tidak terlalu jelek. Mengapa? Mereka yang 5% inl mempergunakan
waktu yang seharusnya untuk meneliti, untuk hal-hal lain yang lebih mena-
rik dari segi pandangannya, termasuk kekesalannya terhadap lembaga. Oleh
karena itu sebelum pengaruh yang 5% terasa, seorang pengelola lembaga ha-
rus cukup jeli mengamankan yang 90% populasi yang ada.

Sebagai penehtx salah satu mla1 kemandirian adalah pubhkasx atas na-

hami ora.ng lainnya, sesecrang perlu menguasal bahasa. sKekurangan akan
penguasaan bahasa inilah yang merupakan-hambatan besar bagi calon-calon
peneliti. Selain itu alur berpikir yang sistematis kurang pula dilatih. Kalau
saja kedua syarat yang penting ini dipahami, maka hambatan demikian da-
pat segera disingkirkan. Membaca tulisan-tulisan ilmiah dan melatih diri me-
nulis dengan baik, yang di negara maju sudah merupakan bagian kehidupan
peneliti di Indonesia masih harus kita budayakan. Barangkali inilah yang
menjadi titik tolak kegairahan meneliti.
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sa minimal yang diperlukannya dari merencanakan program sampai dengan
menyelesaikannya. Tahun pertama diperlukannya selain untuk perencana-
an juga untuk mengadaptasikan diri kepada situasi lembaga. Banyak hal
yang harus dipelajarinya sebelum mengubah sistém yang sudah ada yang di-
kembangkan oleh pengelola sebelumnya. Kalaupun dia berhasil dalam masa
jabatan lima tahun pertamanya, masa jabatan maksimalnya adalah 10 ta-
hun. Lebih daripada 10 tahun ini seseorang akan cenderung mengetahui
liku-liku permasalahan yang rutin, tetapi kepekaan akan masalah baru se-
makin menurun. Di samping itu juga numpang komunikasi dengan pejabat
atau staf yang menjadi bawahannya semakin melebar karena keengganan
antar kedua pihak untuk saling mendengar, juga membesar.

Menyimak kemajuan ilmu dan teknologi di bidang biologi molekuler,
dapat diantisipasikan bahwa pada abad ke-21 kemajuan tersebut akan lebih
menuntut disiplin tinggi pada diri masing-masing peneliti termasuk peneliti
Indonesia. Memang ada kecenderungan bahwa seorang peneliti menghen-
daki kebebasan untuk tidak mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku
misalnya jam kerja, penulisan laporan atau pun jadwal penyelesaian tugas.
Tetapi selama peraturan kepegawaian negeri tidak mengecualikan peneliti
dan pegawail negeri lainnya maka akan sulit mengikuti kecenderungan ini.
Sebaliknya bila peraturan tersebut secara konsekuen, maka jam kerja yang
terbatas dan waktu kerja yang tertentu pula akan sangat mengurangi kebe-
basan peneliti bergerak sehingga ketidakpuasan mengikuti peraturan tercer-
min dan menurunnya produktivitas, keenggan untuk kerjasama, kesengaja-
an untuk mangkir, dan sebagainya. Akhirnya secara umum pengelolaan
menjadi tidak efektif.

Dengan demikian bertambahnya usia Republik Indonesia semakin ma-
pan pula tatanan yang ada. Kemapanan sistem tatanan ini menghendaki te-
naga-tenaga mampu dan terampil yang tepat di masing-masing bidang ter-
masuk bidang penelitian. Oleh karena itu pada abad ke-21 nanti ketinggian
mutu peneliti tidak dapat ditawar lagi. Tanpa mutu yang meyakinkan Indo-
nesia akan hanya menjadi penonton dalam percaturan ilmu dan teknologi

" dunia bukan merupakan pasangan peneliti-peneliti negara maju yang saat ini

mendominasi pertemuan-pertemuan Internasional.

Berbicara mengenal mutu peneliti untuk abad ke-21, kesiapan pergu-
ruan tinggl Indonesia untuk mempertinggi mutu tamatannya adalah persya-
ratan mutlak yang diperlukan. Memang benar tidak semua tamatan perguru-
an tinggl berhasrat menjadi pegawai peneliti, tetapi sebaliknya mereka yang
berhasil menjadi pegawai peneliti tidak akan semuanya berhasil menjadi pe-
neliti yang mandiri. Saat ini sebagian peneliti-peneliti Indonesia adalah pro-
duk luar negeri. Ada yang berhasil menyesuaikan diri dengan sarana, prasa-
rana, sistem penggajian Indonesia tetapi ada pula yang tidak. Dari pertemu-
an dengan lima panelis yang diantaranya tidak kurang daripada Menteri Ne-
gara KLH pada bulan Oktober 1985 terlihat banyaknya keluhan vang dilon-
tarkan peneliti-peneliti yang hadir. Keluhan tersebut berkisar pada sarana




yang tidak memadai. Sistem penggajian yang dinilai sangat rendah, kurang-
nya penghargaan dari pemerintah, dan sebagiannya. Ada baiknya menggaris-
bawahi komentar Menteri Negara KLH untuk keluhan-keluhan demikian
vaitu You get what you are”. Yang tersirat dalam komentar tersebut tidak
lain adalah bahwa kami peneliti sendiri yang harus menentukan nasibnya.
Pemerintah akan hanya menghargai kalau pemerintah merasa tergantung
pada kehadiran peneliti.

Keadaan yang serupa ada dalam perguruan tinggi kita. Mereka yang
sekarang menjabat guru-guru besar, sebagian besar adalah tamatan luar ne-
geri. Maka untuk mempersiapkan kader peneliti abad ke-21 nanti apakah ki-
ta tetap akan menggantungkan diri pada luar negeri ataukah kita sendiri su-
dah siap menanganinya. Kenyataannya pendidikan S1, S2 dan S3 sudah
berjalan. Yang diterima bekerja di lembaga penelitian adalah mereka yang
berijazah S1, sedangkan S2Z2 dan S3 biasanya adalah pegawai peneliti yang
disekolahkan kembali. Dari pengalaman kita belajar bahwa S1 ini di lemba-
ga penelitian memerlukan penanganan khusus dibandingkan dengan tamat-
an sebelumnya yang menyelesaikan masa belajar untuk sarjananya minimal
5 tahun. Jadi sebenarnya perlu kerjasama yang erat antara lembaga pendi-
dikan dan penelitian dalam mempersiapkan tamatan perguruan tinggi terle-
bih-lebih untuk masa:mendatang. Lembaga penelitian sebagai konsumen te-
naga peneliti dan lembaga pendidikan sebagai produsen, keduanya saling
memerlukan bila diinginkan suatu produk berdaya guna yang maksimal.

Peraturan kepegawaian yang akan menunjang efisiensi pengelolaan
lembaga penelitian pun harus dimungkinkan pada abad ke-21. Di atas telah
diulas tidak semua tamatan perguruan tinggi berhasil menjadi peneliti walau
pun kenyataannya bekerja di lembaga penelitian. Kalau saja penyaluran te-
naga-tenaga semacam ini dimungkinkan oleh peraturan, maka maksimalisasi
penggunaan tenaga pun dapat diharapkan. Kenyataannya sekarang tenaga-
tenaga demikian meskipun tidak menyenangi tempat kerjanya tidak mgm
melepaskannya karena peluang kerja di tempat lain tidak ada.

Di antara alasan yang sering dikemukakan oleh penelit mengapa tidak
produktif adalah suasana kerja yang tidak mendukung. Sebenarnya apa
yang dimaksud dengan suasana kerja ini tidak jelas. Tetapi yang jelas alasan
inilah yang bisa dengan mudah dipahami oleh orang lain. Agaknya di Indo-
nesia orang cenderung untuk dilayani atau dipikirkan oleh orang lain tanpa
diri terlibat di dalamnya oleh karena itu, dalam menciptakan suasana kerja
inipun diharapkan orang lain yang mengurusinya tetapi hasilnya harus se-
suai dengan seleranya. Harapan demikian mungkin tidak terlepas jauh dari
budaya kita yaitu kekeluargaan. Jadi dalam kedinasan pun dituntut pena-
nganannya secara kekeluargaan yaitu santai dan manusiawi. Sistem ini ma-
sih bisa dipertahankan dalam lembaga yang jumlah tenaga kerjanya kecil
Bila jumlah tersebut melebihi 200, suatu sistem pengelolaan perlu diterap-
kan. Agaknya diperlukan sistem pengelolaan penelitian ala Indonesia untuk




menyambut abad ke-21 mengingat jumlah tenaga peneliti diharapkan sema-
kin naik.

Tidak dapat lepas dari sistem pengelolaan ini adalah terbinanya komu-
nikasi, baik antar individu peneliti, maupun antar kelompok peneliti. Yang
sering dipermasalahkan dan dijadikan alasan kurang produktivitas adalah
komunikasi vertikal, yaitu antara bawahan/atasan dan penelitian senior/ju-
nior. Sebenarnya yang menentukan pula kegairahan kerja adalah komunika-
si horizontal, yaitu antar kolega. Untuk menghidupkan komunikasi sema-
cam ini diperlukan motor penggerak di setiap lapisan selain pejabat struk-
tural. Sebab begitu pejabat struktural yang bergerak, maka komunikasi
menjadi formal secara vertikal. Komunikasi horizontal ini dapat merupakan
kunci rangsangan kegairahan kerja yang akhimya mengembang menjadi sua-
sana kerja yang diidamkan.

Tidak lama lagi abad ke-21 sudah akan datang. Sementara itu keefek-
tifan pengelolaan lembaga penelitian belum dipelajari secara sistematis. De-
mikian pula mengenai peraturan struktur organisasi serta kepegawaiannya.
Tanpa pengkajian yang mendalam mengenai lembaga penelitian “tersebut,
maka tidak akan banyak perubahan yang dapat diantisipasikan yang akan
terjadi dalam abad ke-21.

Bogor, Desember 1985.
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DISKUSI

Y. Sutriana (UNPAD) :

Telah disebutkan bahwa para peneliti dalam Bidang Ilmu Hayat lulus-

an S1 kurang trampil.

1) Bagaimana pendapat ibu seandainya sistim Pendidikan Tinggi ini
kembeali ke sistem lama melalui program sarjana muda dan sarjana?

2} Langkah-langkah apa yang ibu telah lakukan/rencanakan di LBN
dalam rangka meningkatkan mutu lulusan S1.

S. Sa_strapradja :

(1)

(2)

R.S.

(1)

(2)

Sistem Strata S1, S2 dan S3 sudah diterima secara menyeluruh di In-
donesia. Mungkin akan sulit mengubahnya yang penting adalah penye-
suaian dengan kurikulum yang memadai.

Pembinaan dilakukan dengan membimbing dan memberi tugas belajar
diluar atau di dalam negeri.

Hadioetomo :

Dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang ada tidak mendukung ter-

jadinya pembaharuan-pembaharuan di Lembaga Penelitian :

— Apakah usaha yang sekarang dicobakan untuk mengubah keadaan
tersebut?

— Apa yang perlu dilakukan dan bagaimana mekanismenya supaya ke-
adaan yang kurang menguntungkan itu dapat diubah.

— Menurut pengamatan ibu sampai kapan Indonesia akan ada dalam
keadaan seperti itu?

Bagaimana pendapat ibu mengenai Jabatan Kepala Laboratorium sam-

pai pensiun, dikaitkan dengan kenyataan bahwa :

— Yang paling senior itu adalah yang paling mampu sebagaimana dika-
takan oleh ibu sendiri.

— Memegang jabatan terlalu lama dapat menjadikan seseorang kurang
peka.

S. Sastrapradja :

(1)

(2)

Jalan ke luar yang diambil adalah dengan membuat kebijakan lokal
yang tidak menyalahi peraturan, misalnya dengan meeting bulanan, ra-
pat, konsultasi dan lain-lain. Indonesia (dibidang penelitian) akan te-
tap mengalami keadaan tersebut tidak kurang dari 15 tahun menda-
tang.

Yang saya kemukakan adalah keadaan dan hambatan di Lembaga Pe-
nelitian khususnya LBN dimana banyak hal yang terkait dengan jabat-
an struktural. Mungkin masalah di Perguruan Tinggi agak lain. Tapi ke-
mungkinan terjadi hal yang sama selalu ada.
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Sudarto H. (FMIPA — UNPAD) :

(1) Bagaimana kaitannya isi makalah ini dengan PP No. 5 d1 Perguruan
Tinggi?

(2) Untuk program S1, saran apakah yang dapat diberikan oleh LBN un-
tuk perubahan kurikulum yang diperlukan oleh Perguruan Tingzi?

(3) Bagaimana mahasiswa S1 yang memperoleh beasiswa dari LIPI?

S. Sastrapradja :

(1) Di PP No. 5 Perguruan Tinggi pemegang peran terdepan adalah Pro-
fesor Kepala Laboratorium. Kunci keberhasilan tergantung dari kete-
patan pemilihan seorang Profesor yang baik atau yang terbaik yang
ada di Perguruan Tinggi sambil menunggu perkembangan.

{(2) Untuk membuat kurikulum perlu diadakan dengan pendapat dengan
para alumni dengan berbagai jenis pekerjaan yang sesuai dengan bidang
ilmu. Dengan demikian ada sedikit gambaran tentang ilmu yang diper-
lukan dan secara umum dibutuhkan.

{3) Ada prosedur tersendiri.

S. Sosromarsono :

Dari uraian Ibu, ada 5% peneliti baik, 5% buruk dan 90% yang me-
ngambang. Untuk mengatasi masalah ini apakah pernah dimanfaatkan
”psycho-test”, untuk mendapatkan yang baik lebih banyak. Apa ada peng-
alaman dengan manfaat uji tersebut? Atau mungkin ada cara lain?

S. Sastrapradja :

(1) Di LBN ”’psycho-test” belum pernah diadakan dalam kaitan dengan
penerimaan sumberdaya manusia (peneliti). BPPT, LBN dan Nurtanio
sudah menyertakan psycho-test dalam penerimaan tenaga.

(2) BSedikit péngalaman tentang kemampuan pakar psycho-test yang dapat
“membaca” sifat dan keadaan seseorang apakah orang tersebut dapat
berjalan seiring dengan suatu sistem yang sudah mantap atau tidak.
Ada sifat orang tertentu yang justru selalu berkeinginan merusak sis-
tem yang ada.

(3) Cara lain untuk mengatasi masalah tersebut yang mungkin perlu di-
perjuangkan adalah seperti yang dikemukakan dalam makalah.

P. Tiondronegoro :

Dalam mencarl kader-kader tenaga peneliti, mungkinkah LBN mem-
berikan fasilitas untuk penelitian mahasiswa-mahasiswa S1 dari jurusan
Biologi IPB ? Hal ini dapat juga merupakan suatu jasa penjajagan dalam
mencari tenaga-tenaga peneliti yang baik.

S. Sastrapradja :

-~ Kerjasama semacam itu sudah dirintis oleh beberapa Staf IPB dan ke-
mungkinan besar dapat dilaksanakan. Hanya diperlukan adanya pe-
ningkatan hubungan yang perlu diatur dengan suatu nota “’statement”
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kerjasama institusional baik tingkat Fakultas ataupun tingkat Institut
agar kerjasama tersebut dapat berlangsung terus tanpa tergantung pada
siapa yang duduk atau menjadi pimpinan.

Penanya :

(1)

(2)

Apakah untuk pendidikan calon staf peneliti di bidang Ilmu Hayat
tidak sebaiknya diambilkan langsung dari S1 yang hasilnya tinggi, di-
sekolahkan dulu ke S2, sebelum masuk ke Lembaga Penelitian, sambil
diproses kepegawaiannya kalau S2, S3 berjalan secara rutin (bukan
proyek}), hal di atas lebih gampang. Sebenarnya S2, S3 (Pascasarjana)
merupakan sistim pendidikan yang terstruktur yang akhirnya harus
jelas perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya tersendiri.

Menurut pendapat saya SO, S1, S2, S3 pada suatu bidang seharusnya
complementer. Untuk bidang Ilmu Hayat.

Seyogyanya ada konsensus antara semua tenaga akhli, Peneliti/Timu-
wan yang ada di Bogor sama-sama menunjang tenaga pendidikan, se-
hingga bisa menyusun program ’man power building” lebih efektif/
efisien.

S. Sastrapradja :

(1)

(2)

Sebenarnya pihak Lembaga Penelitian (LBN) telah memberikan bea-
siswa yaitu kepada mahasiswa S1 yang belum selesai studinya dan ber-
minat untuk bekerja di instansi ini. Sehingga cara-cara ini mungkin ju-
ga dapat diterapkan pada Sarjana S1 yang mengikuti pendidikan S2.
Namun dari pengalaman (S1), banyak Sarjana yang telah tamat pen-
didikan dengan beasiswa setelah mendapat tawaran dengan insentif
vang lebih baik akhirnya keluar/tidak bekerja lagi di Lembaga.
Mengenai konsensus tersebut sangat baik. Apalagi mengingat bahwa
Bogor saat ini dapat dikatakan sebagai ”pool”nya Ilmu Hayat. Sehing-
ga merupakan faktor pendukung untuk mendayagunakan sumberdaya
manusia. Salah satu cara, bagaimana kalau dalam membuat/menyusun
kurikulum, konsumen (pemakai tenaga) diundang untuk memberi
input.

A. Suwanto, IPB : i
(1) Menurut Ibu bagaimana sebaiknya sistem birokrasi di Indonesia, khu-

2)

susnya dibidang Pendidikan/Penelitian agar menjamin efektivitas da-
lam Penelitian? ' :
Untuk moael ’periklanan” dalam penentuan jabatan/peneliti, apakah
hal ini tidak menimbulkan suatu restriksi dengan peneliti yang kebe-
tulan senior tapi ternyata kurang mampu/kurang berpotensi?
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S. Sastrapradja :

Ked

(2)

Efektivitas suatu Lembaga Penelitian sesungguhnya ditentukan oleh
bermacam-macam variabel. Namun pada akhirnya sangat tergantung
pada pengelolaan dan "’leadership staff”.

Kepemimpinan di Indonesia itu didasari oleh kepercayaan, sehingga
agar ada kerjasama yang baik (vang akan menghasilkan efektivitas) —
antara pimpinan dengan bawahan harus ada persamaan-persamaan baik
selera, keinginan, pandangan dan sebagainya. Bila ada pertentangan
maka timbul ketidak efektivitasan. »
Di Indonesia memang masih terasa adanya senioritas ini. Dan seniori-
tas ini memang dikaitkan dengan umur dan kemampuan. Biasanya
orang yang lebih tua dianggap lebih mampu. Namun untuk mengubah
keadaan memang harus dilakukan suatu pembaharuan dengan kon-
sekwensi hal-hal tersebut, yang dikemukakan oleh Saudara penanya.
Jadi selama budaya tersebut berikut peraturan kepegawaian yang ber-
laku selama ini tetap dipertahankan tidak bisa diharapkan ada kemaju-
an untuk pengelolaan Lembaga bagi abad ke-21 ini.

Rosanto (FMIPA, UNPAD—Bandung) :

(1)

(2)

Penelitian di suatu negara biasanya dipacu oleh keadaan suatu negara,
rupanya negara yang maju penelitiannya jugamaju. Sayangnya peneli-
tian murni kurang mendapat perhatian, ditambah biayanya besar, yang
seharusnya merupakan dasar dari segala kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Apa usaha untuk memajukan penelitian di negeri kita
terutama dalam ilmu hayat? Karena justru akhir-akhir ini ilmu-terapan
dan teknologi lebih mendapat prioritas.

Bagaimana konsep strategi perkembangan Ilmu Hayat untuk menyong-
song abad ke-21? Sebab kami belum melihat usahanya, meskipun su-
dah ada BPPT, LIPI, dan Perguruan Tinggi. Siapa/Lembaga apa sebe-
narnya yang bertugas untuk memajukan ilmu Hayat ini? Apakah tidak
sebaiknya dihimpun untuk menentukan strategi yang akan datang?

S. Sastrapradja :

(1)

(2)
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Sebenarnya di Indonesia sudah ada usaha-usaha untuk raemajukan pe-
nelitian-penelitian vang dimaksud melalui penyusunan Perumusan
Program Utama Nasional (di bawah MENRISTEK), demikian pula
pembentukan Dewan Riset Nasional. Namun karena tidak adanya
“committment” dari orang-orang yang terlibat, pada khususnya dan
bangsa pada umumnya, pada akhirnya semua strategi yang telah di-
buat (dan juga program-program) menjadi mubazir karena tidak per-
nah terlaksana. Sehingga yang pertama-tama adalah bahwa harus ada
pengubahan sikap diri pribadi kita lebih dahulu.

Mengenai strategi untuk Ilmu Hayat :

Ilmu Hayat mencakup banyak sekali bidang ilmu dan di Indonesia ter-




sebar dalam berbagai Departemen, sebetulnya bisa diibaratkan sudah
memiliki ujung-ujung tombak untuk pérkembangannya, namun ka-
rena tersebar maka bekerjanya juga sendiri-sendiri (termasuk pena-
nganannya) — sehingga segala usaha yang bersifat umum — akhirnya ti-
dak jalan karena tak ada disiplin dan sebagainya. Hal ini masih jadi
permasalahan bangsa.

AD. Corebima (IKIP, Jakarta) : A

- Dapat disimpulkan bahwa Ibu berharap kurikulum di Perguruan Tinggi
disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Rasional seperti itu nam-
paknya mudah sekali dipahami. Akan tetapi sudah pernah dilaporkan
dari pengalaman negara-negara lain, ternyata bahwa kesesuaian kuri-
kulum dengan perkembangan rupanya hal tersebut berkaitan dengan
“output” yang terlalu bersifat sebagai tukang dan bukan sebagai calon
akhli ataupun akhli (sekedar ”input”/pendapat). Bagaimana pendapat
Ibu? .

S. Sastrapradja :

—  Mungkin di negara maju karena banyak lapangan kerja hal itu tidak
‘terlalu terasa. Tapi di negara kita karena konsumen terbatas dan la-
pangan kerja terbatas maka konsumen juga patut dipertimbangkan dan
juga dilakukan dengan hati-hati sekali. ‘

E. Guhardja (LPIU WB XVII—IPB) :

(1) Sarana, baik tenaga maupun sarana keras proyek, pada akhir proyek,
menjadi sarana struktural lembaga. PAU Hmu Hayat telah ada unit
strukturalnya yaitu Jurusan Biologi dalam FAMIPA. PAU Bioteknolo-
gi merupakan kegiatan baru yang bersifat multidisiplin. Sebaiknya ke
unit struktural mana ?

(2) Klasifikasi tenaga di Perguruan Tinggi adalah tenaga akademis dan te-
naga non-akademis. Diduga diperlukan pembagian kerja yang lebih
renik, yaitu : tenaga akademis (pengajar dan pengabdian), peneliti,
teknisi, pustakawan, administrasi, widyaiswara (instruktor). Bagaima-
na pendapat Dr. Sastrapradja?

S. Sastrapradja :

(1) Pada akhirnya sarana proyek menjadi sarana struktural lembaga. PAU
Bioteknologi kalau perlu disediakan unit struktur baru.

(2) Pada Lembaga Penelitian telah dibedakan antara peneliti dengan do-
kinfo (dokumentasi dan informasi). Pustakawan perlu diakui sebagai
jenjang keahlian tersendiri. Instruktur (Widyaiswara) sebagai salah satu
tingkat dalam kepangkatan sampai profesor.




